BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan informasi
geospasial di Kabupaten Kubu Raya telah ditetapkan
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah;

bahwa Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah,
belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi
Geospasial, sehingga perlu diganti;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4751);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5214);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua



atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada
Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan
Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 92);

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN

INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.

Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kubu Raya.

Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka,
karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan
suatu ide, objek, kondisi atau situasi.

Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang
mencakup lokasi, letak dan posisinya.

Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang
menunjukkan posisi atau lokasi suatu objek atau kejadian yang berada di
bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem
koordinat tertentu.

Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi
geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau Kkarakteristik objek alam
dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas
permukaan bumi.

Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah
diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan
kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang
berhubungan dengan ruang kebumian.

Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.

Sistem Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat SIG adalah sistem
yang berbasis komputer yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan,
memanggil kembali, menganalisa dan menampilkan data spasial.
Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui
kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan DG dan
IG, pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG dan penggunaan
I1G.

Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG
yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur
dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam
waktu yang relatif lama.

Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG
yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu
pada IGD.

Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan
manusia, yang berada di atas atau di bawah permukaan bumi yang
digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu yang
berbentuk digital maupun cetak.

Peta cetak adalah peta yang digambarkan dalam bentuk lembaran
dan/atau buku atlas.

Peta Digital adalah representasi setiap objek pada peta sebagai sebuah
atau sekumpulan koordinat fenomena geografis yang disimpan untuk
ditampilkan dan dianalisis oleh sistem komputer.

Peta Interaktif adalah peta yang memungkinkan pengguna untuk
mengakses data-data spasial melalui teknologi informasi.

Peta Multimedia adalah sarana atau media melalui penggunaan komputer
dalam menggabungkan dan menyajikan data-data spasial dengan alat
bantu dan koneksi sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi,
berkarya dan berkomunikasi.

Model tiga dimensi adalah model penyajian DG dan IG yang tampilannya
dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi
panjang, lebar dan tinggi/tebal.

Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut
Simpul JIGD adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran,
penggunaan, dan penyebarluasan data geospasial dan informasi
geospasial tertentu yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi
Geospasial Nasional.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon
PNS.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Perangkat Lunak adalah kode pemrograman yang digunakan untuk
menjalankan suatu sistem atau aplikasi pada sebuah perangkat keras.
Perangkat Keras adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat
yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan
instruksi dari perangkat lunak.

Unit produksi adalah wunit kerja yang melaksanakan kegiatan
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG.
Unit kliring adalah unit yang melaksanakan kegiatan verifikasi, integrasi,
kompilasi dan supervisi DG dan IG.

Tenaga Operator SIG adalah unit kerja yang melaksanakan koreksi,
validasi, konfirmasi, pemutakhiran dan pelaporan DG dan IG.

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah unit kerja yang
melaksanakan pengelolaan, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG.
Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unit
kelembagaan yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasi
penyelenggaraan IG Daerah.

Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan,
kelompok orang atau badan hukum yang langsung atau tidak langsung
mendapatkan manfaat dari simpul JIGD.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Tenaga Penggerak Data dan Informasi Geospasial Desa yang selanjutnya
disingkat TPDIGD adalah unit kerja yang melaksanakan pengumpulan,
konfirmasi, verifikasi, pemutakhiran, dan pelaporan data di desa.

Forum Data adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku
kepentingan di tingkat Kabupaten untuk penyelenggaraan IG.

Struktur Data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah
layer atau entitas DG dan IG dengan mengacu kepada Katalog Unsur
Geografi Indonesia.

Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan
1G.

Infrastruktur adalah proses perpaduan teknologi, kebijakan, standar,
sumberdaya, dan aktivitas yang diperlukan lainnya untuk mendapatkan,
mengolah, mendistribusi, menggunakan, mengelola serta menjaga data
spasial.

Infrastruktur Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut
Infrastruktur IGN adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk
memperlancar penyelenggaraan IG dalam lingkup nasional.

Format Raster adalah data yang menampilkan dan menyimpan data
spasial dengan menggunakan struktur matriks atau pixel yang
membentuk grid.

Format Vektor adalah data yang diperoleh dalam bentuk koordinat titik
yang menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan
menggunakan titik, garis atau area (poligon).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



43.

44,

45.

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan
sebagai dasar penyusunan APBD.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang
ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar diterima oleh Kuasa Bendahara
Umum Daerah.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan IG Daerah berasaskan:

a. kepastian hukum;

b. keterpaduan;

c. keakuratan;

d. kemanfaatan;

e. kemutakhiran; dan

f. keterbukaan.

Asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
bahwa penyelenggaraan IG Daerah berlandaskan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi
para pemangku kepentingan.

Asas keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa
penyelenggaraan [IG Daerah dilakukan bersama oleh Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Lembaga/Institusi Pendidikan,
Mitra Pembangunan Pemerintah dan Swasta serta setiap orang, yang
harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan
IG Daerah, menghindari terjadinya duplikasi dan mendorong pemanfaatan
IG Daerah secara bersama.

Asas keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, bahwa
penyelenggaraan IG Daerah yang dikelola terjamin validitasnya, teliti, tepat,
benar dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat
dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan oleh banyak pihak.

Asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa
penyelenggaraan IG Daerah harus dapat memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Asas kemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa
penyelenggaraan IG Daerah yang disajikan dan/atau tersedia harus dapat
menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya menurut keadaan
yang terbaru.

Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bahwa
penyelenggaraan IG Daerah yang dapat dipergunakan oleh banyak pihak
dengan memberikan akses yang mudah kepada pihak pemangku
kepentingan dan masyarakat untuk mendapatkan IG Daerah.

!
|
\,



Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur penyelenggaraan
tata kelola IG Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi
dan pengendalian pembangunan di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. memberikan pedoman bagi para pemangku kepentingan di Daerah dalam
penyelenggaraan IG Daerah melalui kerja sama, koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan
pengendalian pembangunan;

b. mewujudkan ketersediaan IG Daerah yang akurat, mutakhir, terintegrasi,
lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan dibagipakaikan,
ditunjang analisis data yang mendalam, tajam dan komprehensif serta
berkelanjutan; dan

c. mendorong keterbukaan dan transparansi data dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan sehingga tercipta
perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan IG Daerah meliputi:

a. tersedianya IG Daerah;

b. terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan IG Daerah yang berasal dari
berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;

c. tersedianya sarana pengumpul, berbagi pakai dan penyebarluasan IG
Daerah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah,
lembaga/institusi pendidikan, mitra pembangunan pemerintah dan
swasta serta masyarakat; dan

d. terwujudnya pemanfaatan IG Daerah guna menunjang pelaksanaan
pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan.

BAB III
SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

Pasal 6

(1) Bupati menetapkan simpul JIGD sebagai penyelenggara IG Daerah.
(2) Simpul JIGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 7

Tugas simpul JIGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

a. meyelenggarakan IG Daerah melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan,
pengolahan, verifikasi dan integrasi, penyimpanan dan pengamanan,
pengelolaan dan penyebarluasan serta penggunaan IG Daerah dengan
metadatanya;

b. melakukan pengelolaan dan penyebarluasan [G Daerah melalui
infrastruktur IGN sesuai dengan standar operasional prosedur dan
pedoman teknis penyebarluasan IG; dan
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(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG
Daerah.

Pasal 8

Struktur simpul JIGD meliputi:

Pengarah;

Ketua;

Wakil Ketua;

Unit Produksi;

Unit Kliring;

Tenaga Operator SIG; dan

g. Unit Pengelola dan Penyebarluasan.

Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Bupati
dan Wakil Bupati.

Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris
Daerah.

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dijabat oleh
Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan
menyelenggarakan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan.

oA T

Pasal 9

Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, lembaga/institusi
pendidikan, mitra pembangunan Pemerintah, sektor swasta, masyarakat
dan Pemerintah Desa yang memiliki dan/atau menghasilkan IG Daerah.
Unit Produksi di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
dijabat oleh masing-masing Kepala SKPD.

Untuk melaksanakan tugas mengelola IG Daerah, Unit Produksi tingkat
Daerah dibantu oleh Tenaga Operator Data dan 1G SKPD.

Tenaga Operator Data dan IG SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
didapat melalui pengadaan CPNS dan/atau PPPK.

Unit Produksi pada tingkat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 10

Unit Kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilaksanakan
oleh SKPD yang membidangi urusan perencanaan, penelitian dan
pengembangan.

(1)

(2)

3)

Pasal 11

Tenaga Operator SIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f
merupakan pembantu Unit Kliring yang terdiri dari:

a.Tenaga Penggerak Data dan IG Desa (TPDIGD); dan

b.Tenaga Operator Data dan IG Daerah.

Tenaga Penggerak Data dan IG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dibentuk melalui penilaian kompetensi sumber daya manusia oleh
Sekretariat Simpul JIGD yang diusulkan oleh Pemerintah Desa dan/atau
penetapan oleh Sekretariat Simpul JIGD.

Tenaga Operator Data dan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b didapat melalui pengadaan CPNS dan/atau PPPK.



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Tenaga Operator Data dan IG SKPD serta Tenaga Operator IG Daerah dapat
dibentuk melalui penunjukan terhadap usulan sumber daya manusia oleh
masing-masing SKPD dan/atau penetapan oleh Sekretariat Simpul JIGD.
Penetapan oleh Sekretariat Simpul JIGD sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilaksanakan setelah proses penilaian kompetensi sumber daya
manusia.

Tenaga Operator Data dan IG SKPD serta Tenaga Operator Data dan IG
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tenaga non PNS
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
Tenaga Operator Data dan IG SKPD serta Tenaga Operator Data dan IG
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhak memperoleh gaji dan
tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi.

Petunjuk pelaksanaan penilaian kompetensi sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan
Ketua Simpul JIGD.

Tata cara kerja, pelaporan dan evaluasi kerja Tenaga Operator Data dan IG
SKPD serta Tenaga Operator SIG ditetapkan dengan Peraturan Ketua
Simpul JIGD.

Pasal 12

Unit Pengelola dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) huruf g dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan
fungsi di bidang komunikasi dan informatika.

(1)
(2)

3)

(1)

(2)

(1)

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, Ketua simpul JIGD dibantu oleh Sekretariat.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit
kerja pada SKPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan
menyelenggarakan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 14

Proses penilaian kompetensi Tenaga Operator Data dan IG sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan sesuai dengan kebutuhan,
kompetensi teknis dan ketersediaan anggaran oleh Sekretariat simpul JIGD.
Prosedur penilaian kompetensi Tenaga Operator Data dan IG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Prosedur

Pasal 15

Prosedur penyelenggaran IG Daerah meliputi:
a. prosedur pembangunan infrastruktur IG; dan
b. prosedur penyiapan DG dan IG Daerah.
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(2) Prosedur pembangunan infrastruktur IG sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
a. penetapan peraturan dan kebijakan;
b. pembentukan kelembagaan;
c. penguatan kapasitas sumber daya manusia;
d. penerapan standar DG; dan
e. pengembangan infrastruktur dan teknologi.
(3) Prosedur penyiapan DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan melalui tahapan kegiatan:
perencanaan DG;
pengumpulan DG;
pengolahan DG dan IG Daerah;
verifikasi dan integrasi DG dan IG Daerah dengan data pembangunan
lain;
e. penyimpanan dan pengamanan DG dan IG Daerah;
f. penyebarluasan IG Daerah; dan
g. penggunaan IG Daerah.
(4) Penyelenggaraan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
SIG yang terkoneksi di tingkat:
a. mnasional; dan
b. daerah.
(5) Penyelenggaraan IG Daerah dilaksanakan oleh simpul jaringan melalui
sarana JIGD berbasis elektronik.
(6) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
[I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

aoop

Bagian Kedua
Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial Daerah

Pasal 16

(1) Pembangunan infrastruktur IG Daerah melalui penetapan peraturan dan
kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a
dituangkan dalam Rencana Peta Kerja Pembangunan Infrastruktur IG
Daerah.

(2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah
Daerah berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan
Rencana Induk penyelenggaraan infrastruktur IG Nasional.

(3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima)
tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali paling sedikit setiap 2
(dua) tahun sekali.

Pasal 17

Pembangunan infrastruktur IG Daerah melalui pembentukan kelembagaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan oleh unit
kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengoordinasikan
penyelenggaraan 1G Daerah.

Pasal 18

(1) Pembangunan infrastruktur IG Daerah melalui penguatan kapasitas
sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
huruf ¢ dilakukan melalui pendidikan, pelatihan formal dan/atau informal
serta penelitian.
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(2)

(3)

(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan, pelatihan sumber daya
manusia dan penelitian dalam penyelenggaraan IG Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi
Aparatur Sipil Negara pengelola DG dan IG Daerah.

Pasal 19

Pembangunan infrastruktur IG Daerah melalui penerapan Standar DG
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d harus memenuhi
Standar Nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis.

Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
pimpinan Instansi Pemerintah.

Penerapan standar DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. struktur data; dan

b. metadata.

Struktur data dan metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pembangunan infrastruktur IG Daerah melalui pengembangan
infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
huruf e berupa pengembangan fasilitas, perangkat keras, perangkat lunak
dan sistem jaringan.

Pengembangan fasilitas, perangkat keras, perangkat lunak dan sistem
jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana
Peta Kerja Pembangunan Infrastruktur IG Daerah yang disesuaikan
dengan kebutuhan, kebijakan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi serta ketersediaan anggaran Daerah.

Bagian Ketiga
Penyiapan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Daerah

Pasal 21

Penyiapan DG dan IG Daerah melalui tahapan kegiatan perencanaan DG
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, dilaksanakan
mengacu pada penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam pengelolaan Satu
Data Indonesia Tingkat Daerah.

(1)

(2)
(3)

Pasal 22

Penyiapan DG dan IG Daerah melalui tahapan kegiatan pengumpulan DG
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dilakukan pada
seluruh ruang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang merupakan proses atau cara untuk mendapatkan DG
yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tematik.
Pengumpulan DG bersifat tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:

a.data sektoral; dan

b.data pelaksanaan pembangunan.

Data sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan
DG tematik yang menjadi urusan dan kewenangan masing-masing SKPD.



(5)

(6)

(7)

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

(7)

(8)

(9)

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

Data pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b merupakan data pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada
masing-masing SKPD yang bersumber dari APBD setiap tahunnya
sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD.

Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai
dasar penerbitan SP2D dalam proses penatausahaan keuangan
pelaksanaan pembangunan sektoral pada masing-masing SKPD.

Prosedur pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)

dilaksanakan oleh administrator pada setiap Unit Produksi.

Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan

pengumpulan DG sesuai dengan:

a. standar data;

b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Data; dan

c. jadwal pemutakhiran data dan/atau rilis data.

Pengumpulan DG dilakukan dengan:

a. pencatatan;

b. survei dengan menggunakan instrumen ukur dan/atau rekam;

c. pencacahan; dan/atau

d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

Pengumpulan DG dapat dilakukan dengan kerja sama antar penyelenggara

IG yang dilakukan secara efektif dan efisien.

Materi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengacu

pada katalog IG Nasional.

Dalam hal materi kerja sama telah tercantum di dalam katalog IG Nasional,

kerja sama pengumpulan DG hanya dapat dilakukan untuk kepentingan

pemutakhiran IG Daerah.

Data yang telah dikumpulkan oleh Unit Produksi disampaikan kepada

Ketua melalui Sekretariat simpul JIGD untuk dibahas dalam Forum Data.

Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai:

a.data yang telah dikumpulkan;

b.standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan

c. metadata yang melekat pada data tersebut.

Penyampaian data oleh Unit Produksi dilakukan melalui aplikasi yang

telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Penyiapan DG dan IG Daerah melalui tahapan kegiatan pengolahan DG
dan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c
merupakan proses atau cara mengolah DG dan IG Daerah.

Pengolahan DG dan IG Daerah dilaksanakan oleh Unit Produksi.
Pengolahan DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi pemprosesan DG, pemutakhiran DG dan IG Daerah serta
penyajian DG dan IG Daerah.

Pengolahan DG dan IG Daerah dilakukan dengan menggunakan perangkat
lunak yang berlisensi dan/atau bersifat bebas dan terbuka.

Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengolah DG
dan IG Daerah yang lengkap, aktual, valid dan akuntabel.

Pengolahan DG dan IG Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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(7)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
(3)

(4)
(5

(6)
(7)
(8)
&)

(1)

Bupati memberikan teguran kepada Unit Produksi yang tidak melakukan
pemutakhiran DG dan IG Daerah secara berkala.

Pasal 25

Penyajian DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(3) dilakukan dalam bentuk:

diagram dan/atau grafik;

tabel informasi berkoordinat;

peta cetak dalam bentuk lembaran maupun buku atlas;

peta digital;

peta interaktif, termasuk yang dapat diakses melalui teknologi
informasi dan komunikasi;

f. peta multimedia; dan/atau

g. model tiga dimensi.

Penyajian DG dan IG Daerah dalam bentuk peta cetak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ wajib menggunakan skala yang ditentukan
berdasarkan tingkat ketelitian sumber data dan tujuan penggunaan IG.
Penyajian DG dan IG Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

opoop

Pasal 26

Penyiapan DG dan IG Daerah melalui tahapan kegiatan verifikasi dan
integrasi DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)
huruf d dilakukan untuk menjamin DG dan IG Daerah telah memenuhi
standar serta koreksi, konfirmasi dan pemutakhiran DG dan IG terhadap
data lain, yaitu dapat berupa jenis data statistik dan/atau tabular lainnya.
Data dan informasi yang dihasilkan oleh Unit Produksi diverifikasi dan
diintegrasikan sesuai dengan prinsip DG.

Verifikasi dan integrasi DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Kliring melalui Forum Data dibantu oleh
Tenaga Operator SIG.

Verifikasi dan integrasi DG dan IG Daerah oleh Unit Kliring dilaksanakan
secara berkala dan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.

Dalam hal data yang disampaikan Unit Produksi belum sesuai dengan
prinsip DG, Unit Kliring mengembalikan data tersebut kepada Unit
Produksi.

Unit Produksi memperbaiki data sesuai hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5).

Tata cara verifikasi dan integrasi DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Ketua simpul JIGD.

Verifikasi dan Integrasi DG dan IG dengan data pembangunan lain
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati memberikan teguran kepada Unit Produksi yang tidak menyerahkan
DG dan IG Daerah secara berkala kepada Unit Kliring.

Pasal 27

Penyiapan DG dan IG Daerah melalui tahapan kegiatan penyimpanan dan
pengamanan DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (3) huruf e merupakan cara menempatkan DG dan IG Daerah pada
tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin
ketersediaan DG dan IG Daerah.
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(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Unit Pengelola dan Penyebarluasan.

Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan standar prosedur penyimpanan dan mekanisme
penyimpanan untuk pengarsipan DG dan IG Daerah.

Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik atau cetak.

Pasal 28

Penyiapan DG dan IG Daerah melalui tahapan kegiatan penyebarluasan IG
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f merupakan
kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan berbagi pakai DG dan IG
Daerah melalui simpul JIGD.

Penyebarluasan 1G Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara internal dan eksternal yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola dan
Penyebarluasan melalui Geoportal maupun media lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Penyebarluasan IG Daerah terdiri atas:

a. IGD;dan

b. IGT.

IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan dalam:

a. IG yang dipublikasikan; dan

b. IG yang bersifat rahasia dan/atau akses terbatas.

IG Daerah yang bersifat rahasia dan/atau akses terbatas sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan informasi yang dikecualikan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unit Produksi dapat mengajukan permohonan pembatasan akses DG dan
IG kepada Unit Pengelola dan Penyebarluasan melalui Forum Data terhadap
IG yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
Penyebarluasan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk SIG.

Pasal 29

Penyebarluasan IG Daerah secara internal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2) dilaksanakan untuk kepentingan SKPD di tingkat
Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pemerintah.

Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengakses DG
dan IG dalam Geoportal tidak dikenakan biaya.

Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengakses DG
dan IG dalam Geoportal tidak memerlukan dokumen yang berupa nota
kesepahaman, perjanjian kerja sama, surat pernyataan dan/atau dokumen
yang mengikat lainnya.

Pasal 30

Penyebarluasan IG Daerah secara eksternal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (2) dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat/komunitas,

media massa, pertahanan dan keamanan, bisnis, akademis dan penelitian.

Penyebarluasan IG Daerah secara eksternal hanya IG Daerah yang bersifat

tematik dengan format data sebagai berikut:

a. untuk masyarakat/komunitas, bisnis dan media massa adalah format
raster; atau

b. untuk pertahanan dan keamanan, akademik dan penelitian dapat
diperoleh dalam format raster atau format vektor.
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(3) Penyebarluasan IG Daerah dalam format vektor sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b harus menggunakan perjanjian lisensi antara simpul
JIGD dengan pengguna IG Daerah.

Pasal 31

Penyebarluasan IG Daerah dalam mendukung aktivitas berbagi pakai data
dapat melalui jaringan internet infrastruktur IG Daerah dan/atau tanpa
jaringan internet.

Pasal 32

Bupati memberikan teguran kepada Unit Produksi yang menyebarluaskan DG
dan IG Daerah tanpa persetujuan Unit Pengelola dan Penyebarluasan.

Pasal 33

Biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pengadaan dan pengiriman
penyebarluasan IG dibebankan kepada pengguna.

Pasal 34

(1) Penyiapan DG dan IG Daerah melalui tahapan kegiatan penggunaan IG
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g merupakan
kegiatan untuk memperoleh manfaat baik secara langsung maupun tidak
langsung terhadap IG Daerah.

(2) Penggunaan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) IG Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan dan
terintegrasi dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya oleh masing-masing
SKPD.

(4) Penggunaan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Prosedur penggunaan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
FORUM DATA

Pasal 35

(1) Simpul JIGD menyelenggarakan Forum Data dalam bentuk:

a. identifikasi kebutuhan DG dan IG;

b. menyepakati substansi DG dan IG;

c. mengesahkan hasil verifikasi DG dan IG yang dihasilkan Unit Produksi
sebelum disebarluaskan;

d. menyamakan persepsi tentang DG dan IG antar sektor;

e. membangun koordinasi penyediaan data antara Pemerintah dengan
Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah
Kabupaten dan/atau Kota lainnya, swasta dan masyarakat;

f. mendukung keterbukaan DG dan IG yang dihasilkan dan dikelola oleh
setiap sektor;



(2)
3)
(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

g. meningkatkan komitmen Unit Produksi dalam menyediakan DG dan IG
yang berkualitas, efektif dan efisien; dan

h. mendorong pemanfaatan DG dan IG untuk kebutuhan perencanaan
pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik.

Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Unit

Kliring.

Keanggotaan Forum Data terdiri atas Ketua, Unit Produksi, Unit Kliring

maupun pihak lain yang terkait.

Pihak lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi

Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, perguruan tinggi, badan usaha

milik negara, badan usaha milik daerah, mitra pembangunan pemerintah,

sektor swasta dan masyarakat.

Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling

sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 36

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, baik
dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan IG Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk
kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak
lain.

Studi komparatif dan/atau pelaksanaan kaji terap penyelenggaraan IG
Daerah bisa dilaksanakan apabila sudah terdapat nota kesepahaman antar
Pemerintah Daerah dengan pihak terkait.

Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERAN MASYARAKAT, PERGURUAN TINGGI, BADAN USAHA DAN
LEMBAGA NON PEMERINTAH

Pasal 37

Masyarakat, perguruan tinggi, badan usaha dan lembaga non pemerintah
dapat berperan dalam penyelenggaraan IG Daerah.

Peran masyarakat, perguruan tinggi, badan usaha dan lembaga non
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk
pemberian data dan/atau informasi pembangunan, pengembangan dan
penelitian, koreksi, pemberian usulan pertimbangan dan saran kepada
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan IG Daerah serta pengembangan
sumber daya manusia, pengembangan teknologi maupun bantuan
pendanaan.



(1)

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 38

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan
IG Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pendampingan pembangunan dan operasionalisasi simpul JIGD;
b. pengintegrasian dan pengkoneksian simpul JIGD; dan
c. pendampingan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
BAB IX
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Bagian Kesatu
Insentif
Pasal 39
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perangkat daerah,
badan usaha, perguruan tinggi, perorangan, kelompok dan/atau
masyarakat serta mitra pembangunan pemerintah Daerah yang
menyelenggarakan IG Daerah dengan baik dan/atau memberikan
kontribusi terhadap penyelenggaraan IG Daerah.
(2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
penghargaan.
Bagian Kedua
Disinsentif
Pasal 40
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada perangkat
daerah, badan usaha, perorangan, kelompok dan/atau masyarakat serta h
mitra pembangunan pemerintah Daerah yang tidak mematuhi/tidak selaras
dengan Peraturan Bupati ini dalam penyelenggaraan 1G Daerah.
(2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
teguran.
BAB X
PEMBIAYAAN /
Pasal 41 t
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan IG Daerah
dibebankan pada:
a. APBD; dan
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 2), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. [

emerintahkan pengundangan Pefaturan
h Berita Daerah Kabupaten Kybu Raya.

Agar setiap orang mengetahuinya,
Bupati ini dengan penempatannya dal

Ditetapkan di Sungai Raya

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ..24...Janvar] @023 .
SEKE S DAERAH UPATEN KUBU RAYA

YUS IZAM
BERITA'IRAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR .3



HVIHEVA TVISVdSOHED ISVINJOINI NVVIVODONHTIANEL
ONV.INHL

¢C0C NNHV.L & JONON

VAV NdN [LVdNd NVINLVI3dd

I NVIIdINV'T

(@oiadui)
I esa( DI uep
eje( yetadduad | 1edwajas
edeus, esog eredoy epeday  (ADIAdL)
uenyejaquad uesednuad : BS9( D] uep ey Meroddusd edeus],
5 jeing ey | ISE3O[e Jejyeq ueyningey Iseuulojur  ueredwreAusd | ‘g
‘JEISIUI BABp Uep ¥req suei
iIsexrunwoy uendwewas DN -
\ auoyduvuws D[N -
Tesep Jaynduioy resenguay -
\ esap jeyduerad /ejod3ue uesng -
yeduialas esap Ip IIS[opiag -
'snsnyy uejeIRASIad q
d ueyod uep uewsel jeyag -
Jeleiapas
/VINS [ewrur ueyIpipuad -
(@oradl) uendwaied
BSa( D] uep _‘\l,_ / Prer-pre| urure[ay SIuapr -
ele( yeladduad ‘wnu uejerefsisad e
egeus, _ _ _ (@pradl) esaa DI uep eyeq eroddusd
uenyejrequiad ueyningay . edeus], ueyningay ISeuLIOjUl
1 INg ey | Iejreq ueredurefuad uep ISEXIuap] | ‘T
ndino nsem uedexsua[ay] Bsa( Jewre) aoip (nduwig SEIATY ON
nnp nyeqg 1suajedwoy] Uere[iusd S9s0ld
VSHA TVISVdSOED ISVINJOANI NVA V.LVA IVIHDONId VOVNEL v

DI NVA V.LVA JOLVIHJO VOVNIL ISNHLAJINOM NVIVTIINEd 3NddSOdd




(@oriad.)
Bsa( DI uep a
Ble(] yeradduad
B3eUl],
nedng 1suajaduwoy ’ (@o1adl) esed DI
uesnindoy] ey ¢ uereriuad [iIsey A uep eje( yeradduad edeus], uesednuad | ‘9
(@oiadu)
BsSa(J DI uep
ele( Neradduad
edeus], (@b1ad.l) esed DI uep e1BQ
uenyejuaquad 1Isuajedwoy . yerad8uag efeus] siua) 1suajaduioy
jeing ey | uereriuad [isey uereqiuad [isey ueredwreiuad | ‘G
(@d1adl) esea
DI uep ereq (@orad.)
yerad3uayg Bsa9(] D] uep
edeua], ele(] yero8duayg et
1suajoduwoy edeua], (ao1ad.l) eseg DI uep eleq yetadduad
uereqiuad [IseH Lrey uB[nsn jeing d edeua], 1Isuajadwoy] uere[iuad | ‘¢
(@oiad.) eseq >
DI uep Bleq
yera83uag
edeus, uenyejuaquad < BSo(Q D] uep ele( yeraddusad
ue[nsn jeing ey | jeing - edeua], uo[ed uensn ueredweiusd | ‘g
nd des3 d
mnamo niem Uede¥sus[ay] esag Jewren) aolr (nauwrg SENAIPTY oN

nnp nyeg

1sualedwo)y] UBTe[IuS S9S01]




-— o T ——N

1Isuajoduwoy]
uereqiuad [iIsey

ey (ynfy) 2

UBUOYOULId]
jeIng

v

JISeI)SIUIIpPeR IS}I[3S B

:andrew

‘qeree D] uep ejep Jojeiado eFeual UuUO[BD
BIShuew eAep Jaquns I[suajoduwioy uere[ruod

ueuoyourad
jeing

ey (ynyg) 2

uenyejraquad
jeing

yelae(] D] uep eyep iojerado edeus)
uoreo 1sensmurupe uedex3usey uereduwreiusd

uenyejnequad
jeing

ey (nges) |

yeise(q
DI uep eleq
J0jeradQ eSeua],
ueyningas|
Teyed

[ o]

VInw

‘SyeI3098 ISEULIOJUl WAJSIS neje/uep
‘Bunipe o9pia resenduawr/1aindwoy siseqlaq
ejep esieue uep ueyeoduad r1esenduswl -
'SNsSNU3 uejBIRASIadg q
ueuea] yemeqip elioy dnddueg -
jnerstur efep
elRs Mreq Sued 1seiunwoy uendureway
piiuaw uep wn weep eloeyaq ndwep -
Areq uenyeadloy -
rueyol uep ruewsel jeyag -
(00t eres) gL g rewruiw ydj -
syeld uresap /3nsnels /eneuojur
Miuxel /19nduoy nuyr/erseds /ueiungay]
nupl urdisip ueeWeEINIp ‘aesnan(
enwes Jeferopes/gQ [ewruru  UeNIpIpudd -
uendwaiad /e[-13e[ urueey siuadpQ -
wnuI) uejerefsiad e
‘Jelae( D] uep eje( Jojerad( edeus ], uByniIngay
ISBULIOJUT uereduredluad uep ISexJIuap]

mdmo

nprem

uedesy3usoy

DI uep eleqg
Jojerad(
edeua],

uoreD

aoie (nduwig

nmnp nyeg

1suajaduwoy] UBTe[iudd S9s01d

SeNARNY

ON

HVIHEVA DI VLVA JOLVIIdO VOVNHL

d



- \\__2\

s1usa} /1oindwos] nu/rerseds /uerungay
nuit urdisip ueeweInIip ‘uesnuan(
adsis enwas Jelerdpos/g@ [ewiunu UueyIpIpusad -
yelag( HI uep uendwaiad /{e[-D{e] urue[ay siuap -

ele( Jojerad wInui) uejeleisiagd ‘B

edeua], .ﬁ ‘adds

uenyejuequad ey ueyningay a yelae(g D] uep eBie( I0jerad( efeua], uBYNINgay
jeing (nyes) | Ieyeq ISBULIOJUL ueredurefuad uep Iseqyniuapy | 1

nd - wedess aoir durg
mamo Prem ENSUI[3}Y HexI9) ddMs TeLIEoINoS SeYAY oN
ninp nyeg 1suajedwoy] Uere[Iuad $9s0i]
dd¥s DI NVd VLVA JOLVIHIO YVOVNHL Ee)
esa( DI UEp BIEP E
yeta83uad edeua)
nedng 1suajedwoy

uesninday Lrey(esiy) ¢ uereriuad [1sey : yelae D] uep ejep Jojerado edeua) uesednuad | ‘S

yerdeq

uenyejrquad 1Isuajaduwioy] q D] uep ejep Jojerado efeusl uored eisnuew eAEp
jeing ey (enQq) g uerefiuad [1sey Joquins 1suajadwoy uereriuad [isey uereduwreiusd | ‘¢

"II3E BIBOUBMEM P

uep jepyead uern D

sy werln.— °q

DI uep e1e
Jo0jeradQ
mdmng nem uedex3us[ay] wBeus] aoir mdurg SEVATIIY ON
uoren
ninpy nyeg Isuajadwoy] uere[iuad sasold




;s TN

ads DI uep
ejep 10jerado

dad3s OI uep

egdeud) siuxa) | uejleiday | ejep Jojerado Y ad¥S yeraeq D uep ejeq lojeradQ
Isuajedwoy] 19d edeus) reyeq eSeus], uo[ed uemsn seysedey ueyexduruad | ‘b
adis Ol uep
elep Jojerado
edeua)
ueyningay
iseutojuy ® ads yelsed
1Isuajedwoy ey ad3s uemnsn > . D] uep evleg Jojeiad() ESeUS] UO[BD BINQI
uerequad iseq | (ynfm) 2 Teyeq ® h IS3o[es  uesIesepioq I1suojedwioy  UBIB[IUY] | ‘€
zﬂz?_xﬁqw"“ Av
Q&Mm RYTINSN
Jelae(J D] uep NVXIVANYANIN
Ble( Jojerad D
edeus], ey uenyejuquad _.I_ adis yeise( D uep
ue[nsn jeing (nyes) | jeing ‘ eye(q J0jerad eSeus], uored uensn ueredweiusd | ‘g
‘SIJeIs093 ISBULIOJUL
wa)sIs neje/uep  1oyndwoy  siseqlaq
ejep esieue uep ueyeoduad resenSusdjy -
'SNSNY3 UBjRIBASISd ‘q
jnesiur eAep
B119s req Sued 1seyiunwoy uenduleuray
piuaw uep wn weep eloyeq ndwepy -
Areq uen¥e[Rxlag -
ueyod uep uewsel jeysg -
}nsnels /eqneuLopul
aoip nduns
mdmno npEem uedexduapay] eI} ads TeLElRDPS R o

nnp nyeg

1SuajodIoy] UBTB[TUd] SaS0.1d




ﬂ ‘VAYd Nndn LLvdnd \

'§ JOWON ¢20C NNHV.L VAVYA NdNY NELVdNEVY HYJHY(] VLIddE

WVZI VaSNA

VAVE N9NY NELVdNEVY HVIHEVA SI AHANHS
.......... ﬂ.. .ﬂ.@uﬂ..o.mnm.d._n'-.b.oﬂo-..r.“.. .ﬂ.m .mmumm
eAey redung 1p uessduepunig

esa DI uep
elep yeiradduad
edeus)
1suajadwoy] E
uereqiuad [1sey
nedng ey uep dis yelag( D] uep ejep Jojerado edeus) uesesnuad
uesnynday| (e3n) ¢ ues Ieyeq : 'S
n uedexydua[e ) aolr duns
mdmngo PEM HoUs[a}] eIl ddMS JeLre)onesg SEJATIY oN
nmnp neg Isualodwoy uere[iuadd s9soid




yeiaeq
D[ InPnuseru]
urunguBqUIag 9l yeiaeq
eliay] ue[nq ueere3gua[eiuad : DI ueereddua[aAuad
J Blod uauwnio(] (e8n) ¢ ueyningay - uexeliqay]  uBUNSNAU]
\ ue[nq yelaeg
(seraq DI Fuejus) : aoip (nduis
\ nedng uesninday | enp) z1 | nedng uernjeiad ueedequa[ey uedejausd
c ey -
(sereq yerseq
jedwa) | D[ ueduepuniad 19)| ueereddua[aiuad
nedng ueinjeisd 1 ueInjelad e ueINjeIad uedejauad
uesen[Ieqaiusad
uep Surnmy JeLrejonag
mdingo nem uedexy3us[ay] e[oa8uad jun un ISynpoid jiun | uep eniay
MK neqg aoie mdurg uejersay] uereln)

DI ANLANALSVIANI NVNNONVHNHd d3NAdSO¥d

HVIAVd TVISVdSOHED ISVINJOANI NVVIVOONIHTIANE
ONV.INHL

¢C0C NNHVL £ JdONON

VAV NdNH ILVdNd NVINLVIHd

II NVAIdINVT



ue[ngq DI L
(sereq | uep HQ INQLIY ) D] uep HJ Uee[o[23Udd
N 3orerey BNnp) g1 | enss 1ade] reyeq uep uedeifuad | 2
OIS 1e310d qaM uep
sexrdy ‘uedurrep yerseq (@oipr (ndutg rexod
sosyy uep DI MPnnseyu] _H] /isedidy  gam)  yeiseq
yeuns jexduriad | uelhg dewpeoy ' 19| ueereddua[aiuad
‘seiay Jesduerad | (e8n) ¢ usawnoq = Bojouxa], ueduequaduad | 9
(DIg) rersedsoan
ISBULIOJU] UBpeqg
yeiae( D] uep ue[nq | ereday ueInjeIad
(Igs) ersauopuy (sereq Elsauopu] s Jered DI
BlE( Njeg Iepuels | enp) g1 | [BUOISEN Jepuels ueeregdua[eiusd IepuelsS | G
uedurrep (ndwig
ue[ngq el19y] BuBOUIY eISnuepy ede( Joaqung
(sereq uep ueyningayf ’ sejsedey] uejesduruad
el1ay] eueduay enp) g1 ISBSLIBJUIAU] _ uep ueeIpAUd | +
uesENIBgaAuUad
uep Surny JeLIe}an|ag
mdingo nfem uedeydua[ay] B[o[o3Uad JIun jun IS} Npoid jiun | uep eniay
nnp nyjeqg anir (ndurg uejerday uereln ON




JZ<B<MQ HHVW\VANN

d ‘VAVY ndNn 1Lvdngd

't" JOWON 2202 NNHV.L VAV NN NALYdNEVY HVIEWA V.LIIE

VAV N9dN3 NELVdNEVI HVIHEVA SI

IWVZIN

.......................

) .O....cuo.w. e ﬁmwmﬁs mvm&
edey redung 1p uesduepuni

VASNA

dHMNHS

unyeles NDI InPnunseyuj
ey ISBULITJUO3.19) epedoy ISensI3ay
ye1aeq DI (enp) g DI uep bad uep D] uesenpreqadudd | 6
e
ue[nges D
urerep 5
ey BJEPEIS]N ueR[o[a8Ua]
D] B}EpEIdN (enp) g DI uep Da ﬁ uep ueunguequiad | 8
uesenrreqaiuad
uep SuLipy] JeLrelonog
mdmo neem uedeydus[oy] B[O[28Udd U jun IS} NpoId Jiun | uep eniyay
ninp nyeg aoie induwg uejerday uerei ON




BlB( WNIOY
e3ney yeyrd werep nexedssip
ewes el1oy yere) 3ues esfnoy
mpew guek seyrd ueduap
reisedsoa3 eures elioy
guepiq _n\ _ IN[e[ew neje/uep
[ye edeua) LIIpUBW  BIBDIS
el1ay uenoe ey ISeyq11Ias uep _ ¥ _. ng uendwnduad
ByueId] /v | (nyes) [ | eep 1eyeq UBNBUBOUIDN | T
Is3npoid
hun P uep aoir
D BUBOUAL [nduis pepw H|
ey uep uexeliqay e ueeredduareluad
jeder us[njoN | (nies) | ‘ueinjeisaq ISBUIPIOOY | |
uesenjreqaiuag BlR(g
uep yeradduag JeLejaIyas
[iIsey nem uedes3usey | e[oPduad yiun | Suwnupy un edeua, IS} NpPoId JIU( | UBp BNIaY
mnp nyeg aoir (ndurg uejerdoy| uereln | ON

HYJHVA DI NVA DA NVAVIANHd 3NadsOdd

HVAHVA TVISVdSOID ISVINJIOANI NVVIVOONATAANAd

ONV.INHL

¢C0C NNHV.L £ JdONON
VAV NdNA [LVdNd NVINLYI3Ad

III NVIIdINV'T




- - =]

(1v31) _ s _ na
[euoisyesuer} | uejerday | eliay uenoy yerosduauwt uep
Bleq Ia2d eydueiay] ueyndwnduspy | ¢S
jouIajul
uedurrel
uep yeun|
yex3duesad . rexrodoan
Jjruaur ‘seray _.\nIIL. nreeuw Iesep
IESEp Blod (ewr)) g Jexduerad e ejod ynpunsuspy | 4
(isensrurwpe)
Jesep
aE elad  sIseqlaq
el1ay uenoe Lrey wvan epn od
exdueIay /v | (nyes) | DA reyed ueeuBdUaIdN‘q
VA
(1sensrurwpe)
Iesep elad
el1ay uenoe Lrey SISBQIaq nd
exguersy /vy | (nyes) | nq reyed UBNEUBOURIN B | €
uesenreqaiusad BlR(
uep yetod3duad JeLIBlaIaS
[1SeH nem uedey3ua[ay | e[oRduad yun | SuLnpy yun BSeUl], ISYNpold jiun | uep eniay
ninpy nyeg aoir mdug uejeiday] uereln | ON




ueduede]

ISBULIJUO19)

adis

Ol Uep Dd

uejerday
Iad

ads

DI Uep DA

ueduede] ejep
ueaiyyeinuwad
uep  ISBULIJUOY]

adds

DI UBp Hd

Lrey
(nyes) 1

Bljepejow

ueduap

dexgua] Ha

aoir nduis yajo
ueyLRqIip  Suedk
w)STS /Ul / uLIoj
nreauw

aie [ndurs
93 DI uep ejep
yed3unduapy

BJEpERIS]N

ey
(nyes) [

0d

OSI/INS
uesieseplaq
1syjnpodip
ejep
ejepelow
renquiag

guek
Lrep

od

Lrey
(nyes) 1

[eUOIS}BSUEBI)

e1eQ

A

ejeq
mpeEw
nexedssip
Suel
Iepuels
uerIesepiaq
Inpinns
IsesLIepue)s

UB BRI

WnIoy

yero)
ejep

ejep

uesenreqaiusag

ereq

uep
e[o[aduad j1un

yeiod3uayg
edeug],

JeLejarag

[ISeH npEem | uedeySusey] guLnpy 3 IS3[NPoid J1uN | Uep enjay

Ny nyeg aoir mdurg uejersay uerein




VA NVALL

ue[ngos \/ S eungguad

Iy einua) ey SurLIy / 7 }njun ejep sasye
ejep (mes) [ | (enp)g [Isey Ha T ueeNquId | €]

uerngsas | Furiy sasoad o le ISBULIJUOY 1)

gy eEnuLe] ey [ISey ejep 1 adis ejep
ejep (mes) [ | (enp) g | uenyeinwag uearyeINWwd | g1

Suwip sesoxd o - addis erep

[Isey ejep uejerday | ISeNJLIdAId) ueapeInwad
ueIDEINWR] | I19d eleQ t uep  uesreqiad | 11

Bleg

ueduede| WINLIOY mperauw

ISBULIJUO.19) guLp{ jlun ys[o

AdMS DI uep ﬂ\ ueunguequiod

ISexyLoAIa) | uejerdey | HDQ uep AdMS : ejep  [seidojul
ereq 1 DI uep Ha N uep  ISBYLLA | O

uesenIeqaiuad ele(
uep Neradduag jerrelan|ag
[Isey nem uedexSuaey | e[op8uad yun | Suupy 1tun edeug], IS NPOId j1un | uep enjay

NN nyegq anie dung uejerday uereln | oN




) NVMVIANIHVIN ¥ANN

d ‘VAVI ndn 1Lvdnd \

't JOIWON 2202 NNHV.L VAV NdN3 NHLVdNIV HVAH

INVZIN
/

VAV NdNY NELVdNGVYY HVIHEVA ST

...................

VLbHEY

ASNA

HMES

of b7 1e83ue) eped

ehey redung 1p ueyduepuniq

% J0J3[2A JBULIOJ f\
o | ()
unyejas | uep nH(J elas
yeroe( ey ejeQ Wniog = yered Ol
DI uep Hg (enp) g BIBOY BILIdg uesen[Ieqaiuadd | S|
e300 undnew
Nruoaixa[a
eipow eped
uedusia) I10332A s |- elep
yelae( ue[nq | jeunIo] yeiseq _ ueueweduad uep
DI uep DA der], DI uep HJ ueuedwidusd | 1
uesenrreqaiuad eleq
uep ei1adduad JeLIBlaIaS
[1seH nprep | uedey8uoey | eloR8usd jtun | SuLry un edeuag], ISNPOId U | Uep Bniay
N n3eg aoir (nduig uejersay uereln | ON




uereliaq unye;
ueungduequad Ble(q'q

(Sueprg eyeq)
ad>Is [elopes ejeq e

- T —

— ]
1

p— |

VW V

ISBULIOJUIO3L)
uep exodoan
walsts wereqg

rersedsoan ele(
nduidusy neje/uep
yesdunduay

ejeq

ueguenay| ads/eredq
[Iseq neEm uedes(guayey] ueeyesnejeuad xwwﬂwﬁw%wm SUHIDY 3run Is3npoad jrun
niny nyeg aoir nduig

uejeIday] uerein

ON

DA NVINdWNONEHd 3NAFSOdd

HVIEVA TVISVdSOHD ISVINJOINI NVVIVOONATIANAL
ONV.LNHL

¢C¢0C NNHV.L £ JdONWON

VAVY NdN3 [LVdNg NVINLVIAd

Al NVIIdINVT




- S —

uendury
dueprg jninuaw

ddMs rersedsoan
eyep ULy

ads

ueouLl /uejerday qns
/uejerday /weidoxd
ueeuesyead
ueressue

uenleduad ueireousag

aeds

uejerday
Iad

wa)sIS IsexynoN *
UBIOULI
/uejerday qns
Juejerday /weidoid
ueeuesye[ad reyeq ®

dcds uejiq.ausd

ueduenay
ueeyesnejeuad
94 doIr

Indwig 1Se;yRoN

[[Se uawnsop
yesn33duaw yepns
uep ueunsduequad

neje/uep
[e1oiyes ejep jndur
TES9[S ISBULIJUOY]




S —

adys/ereq
IS} Npoid U 9 elep

ueyreqiad ISBYNON | O
uendure
3uepiq rensas
ejep yeradduad
_ _ Bdeu9a) [SBULIjuOy]
@E uep ISBNIJLISA
_ isey ejep Ul | 6
uesuede]
Ip IseulIjuoy
8 uep ISEyLIaA
A [isey ejep induy | g
ueduede|
Ip ueunduequad ejep
uep dds [eloixss
. BJEp ISBULIJUOY
UBD ISEYJURA | L
(uerouL
/ueyerday qns
/uejerday /ureidoad
ueeuesyerad
efuoy erep)
ads ad>s e
DQ reyeq [eisedsoan BleQ ueunduequrad BlBQ 'q
(Buepiq
eljep/wnun _H -
ads elep) adis vo

Dd Ieyed

[eisedsoan) ele(Q

AdIS [BI0Ps BIB( B




~ '§ AOWON 220 NNHV.L VAV NN NALYdNIV3 HVIAW( V.LIIHE
INVZINY NVASNA

VAVY NdNY NAILVdNIVY HVIEVA S SICHICES)
......... & .ﬂ.b-&. .e .w.-—.@.’.r.-.q.ﬂ. e .@.“. . .H.mwmgﬂ .mﬁ.ma
efey refung 1p uexduepunic

6. AVY NdNM 1LvdNd \

(s ) ueduede|

_— 1P ISBULIJUOY UEBp
ISEX[JLI2A [ISBY [ENS3S
1 ejep ueyreqad
4 Tesa[as ISeuLIguoy | 11




IVSHTas

~

prob

"qDYDADING [DH0d0ab / \...WE:
eAry nqny reyrodoan

4 apsqap 1P DI/DA YNpPunsusaN | g
J @.P. sejeqra) eljed q
\ L | ‘1
\ B i isexrqnd /wnun ejeq-e
‘Illll\lll
: DI/5Hg ueuoyourad
3_3 ueynleduow ejEp BUNSBUS{ | |
eye( ele(
aoirs rexrodoan
mdimo | nep | vedexBusey | 1S3npoid WID)SISONH uoyowad
) BHERIPS | 5 hsqom ansqam uejersay UereIn ON
nnp nyeg aoie ndung

HVIHVAd DI NVVNNODNHd dNAHSOAd

HVJAVA TVISVdSOHD ISVINJOANI NYVIVODONHTIANAd
DNVINHL

¢c0C NNHV.L £ J0NON

VAV NdNH [LVdNg NVINLVIdd

A NVIIdINVT




eled

1Sy npolid jtun epeday sejeqial
sasye D]/H ueuoyouwrrad
ISEX[JIIOU WILIISUIA

ejep uoyowad selnuapl
ISEXIJLISA uep ueuoyouriad
JnuLioy nnluepfepuIuay

A

=H

sejeqie} DI/DA
ueuoyouLriad JNULIO J1uqns

n1/Hq ueeundduad uenling
uep sejnuapl ueyredurefusw
ueguap sejeqra) sasye DI/Hdqa
ueuoyourad JNULIO) ISISUSN

s
|ﬂ|

p
Tob gy Dhningmy D3P/ /- SARY
vARYy

nqny| eyeq walsIsoxy anusqam
Ip sejeqa) sasye DI/DJ
ueuoyouriad uewe] BYNQUISA

mdino

nsEem

uedex3us[ay]

eleq
1S3npoid
yun

anirs
TeLre)an|ag

Bleq
WI2)SISONH
ausqa/

[eyodoan
ansqam

uoyourag

ninp nyeg

aoie (ndung

ue)eI3ay UBIRIN

ON




¢ JdONON 2202 NNHV.L VAV NdNY NHLVdNIVA HYJHVY.LIbHE
NVZIN SNA

VAV NdN3¥ NHLVdNIVYY HVIAVA ST HYMHS

........ ¢W.°...ﬂ. s .ofwmmnmhu.o.q see f.ﬂ. . M.mmm .mmu.mg

eAey redung 1p uexduepuni(

nowy MePw sejeqs], HD1/0d
SISV Ul UBNLI2qUISN

]!

pows rePu uoyowed
epeday ejep uruoyouLad
uexeouad /uen[njassiad
ISEXJHON

ueymngip
Suef sejeqra)l sasye DI/HA
UeRIPasay| ISENUIPISUIN

mdmno

myem

uedexy3uaay]

e1eq
1S3Npoid
un

aoirs
JeLrejanas

Bl
W3)SISONH
ansqam

rerrodoan
ansqam

uoyowa

nnp nyeg

aoir (nduwig

uejerday] uerein

ON




